
 

                                                                                                                            

 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa terhadap Peraturan Perundang-

Undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Desa. Bahwa dalam prakteknya 

akibat perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berkhir 

dengan ditetapkan melalui Putusan Pengadilan tata Usaha Negara yang 

mewajibkan untuk dilaksanakannya Pemilihan Ulang Kepala Desa. Namun secara 

Pengaturannya tidak diatur Pemilihan Ulang Kepala Desa di dalam Peraturan 

Perundang-undangan dan Peraturan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala desa 

dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian turunan 

dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dari Peraturan 

Pemeritnah, Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak ada mengatur tentang adanya 

Pemilihan Ulang Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam 

Wilayah Kabupaten Batang Hari secara teknis diatur di dalam Peraturan Bupati 

Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. 

Dalam peraturan tersebut dikatakan apabila ada perselisihan Pemilihan Kepala 

Desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota. Bupati/Walikota diberikan wewenang 

untuk menyelesaikan perselisihan Pilkades yang bisa menganggu demokrasi di 

Indonesia. Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut. 

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa dilakukan pada tahapan 

penyelesaian di tingkat desa, apabila tidak selesai maka tahapan penyelesaian 

pada panitia ditingkat kecamatan, dan terakhir oleh panitia tingkat kabupaten. 

Tidak terselesaikannya sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh panitia Pemilihan 

Kepala Desa membuat pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum 

dengan mangajukan gugatan hasil Pemilihan Kepala Desa ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara Jambi. Setelah melalui proses persidangan dan sampai pada 

keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), 

maka Tergugat (Bupati) yang menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan 

pengangkatan Kepala Desa yang kemudian melantik Kepala Desa terpilih 

diwajibkan untuk melakukan Pemilihan Ulang. Secara Pengaturan tentang adanya 

perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa, dalam penyelesaianya tidak ada 

mengatur tentang adanya Pemilihan Ulang Kepala Desa. 
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REGULATION OF THE RE-ELECTION OF THE VILLAGE HEAD 

FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyze the laws and regulations governing the 

election of village heads. In practice, this was due to a dispute in the 

implementation of the Village Head Election which ended in being determined by 

a State Administrative Court Decision which required the re-election of the 

Village Head to be carried out. However, the re-election of village heads is not 

regulated in the statutory regulations and technical regulations for implementing 

village head elections in the Batang Hari Regency area. Regulations for the 

Election of Village Heads are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning 

Villages. Then a derivative of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, 

starting from Government Regulations, Minister of Home Affairs Regulations 

does not regulate the re-election of Village Heads. The implementation of Village 

Head Elections in the Batang Hari Regency Area is technically regulated in 

Batang Hari Regent Regulation Number 32 of 2021 concerning Procedures for 

Election of Village Heads. The regulation states that if there is a dispute over the 

Village Head Election, it will be resolved by the Regent/Mayor. The 

Regent/Mayor is given the authority to resolve village election disputes that could 

disrupt democracy in Indonesia. The Regent/Mayor is obliged to resolve the 

dispute. Village Head Election dispute resolution is carried out at the settlement 

stage at the village level, if it is not completed then the settlement stage is at the 

sub-district level committee, and finally by the district level committee. The failure 

to resolve the Village Head Election dispute by the Village Head Election 

Committee resulted in parties who felt aggrieved taking legal action by filing a 

lawsuit over the Village Head Election results to the Jambi State Administrative 

Court. After going through the trial process and arriving at a decision that has 

permanent legal force (inkracht van gewijsde), the Defendant (Regent) who issued 

the Decree regarding ratification and appointment of the Village Head who then 

inaugurated the elected Village Head is obliged to carry out re-election. In terms 

of regulations regarding the existence of disputes in the election of village heads, 

in the resolution there is no regulation regarding the re-election of village heads. 
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